
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SBTIAP DESA 
KABU PATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa berdaaarkan ketentuan Faaal 12 ay at (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Deaa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara aebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Ataa Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana E)e8a 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk 
aetiap Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ay at (2J Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabu paten/Kota Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pemba^ian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pern ben tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dal am
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang,
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana tel ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan l>embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dart Anggaran Pendapatan 
dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864|;

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017Nomor 244|;

7- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabu paten Boyolali Nomor 183);

8. Peraturan
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8. Peraturan Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);

9- Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indoneaia Tahun 2014 Nomor 2093);

10- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199/PMK,07/2017 tentang Rincian Dana Desa Menurut 
Kabupaten/Kola Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisa&i. Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 37);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Penjabaran An^aran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 
42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLAU TENTANG TATA CARA 
PEMBAGJAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 
ANGGARAN 2018.

BAB I....

/
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BAB I
KETCNTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabu paten BoyolaJi.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memUiki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengacur dan 
mengurus urusan pemeriniahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat* 
hak asal usul. dan/atau hak tradisionaJ yang diakui dan 
dihormatt dalam sistem pemehntahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

4. Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabu paten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan. pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai we wen an g, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah,

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Men ten Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan 
Desa yang menampung scluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
pada Bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan Daerah dan Membayar seluruh 
pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

11. Kantor.......

t



• 5-

n.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 
selanjutnya dialngkat KPPN adalah Kan tor yang 
berfungsi melayani setiap instanai Pemerintahan dalam 
Melakukan pembayaran.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah Pejabat dalam bidang pengadaan yang 
ditetapkan olch pengguna anggaran untuk menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Dana Alokasi Khusus yang selar\)utnya disingkat DAK 
adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu 
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Pemerintah Dae rah dan sesuai 
Prioritas Nasional.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 
2018, dialokasikan secara meraca dan berkeadilan 
berdasarkan:

a. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang 
besamya dihitung berdasarkan peraentase tertentu dari 
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa 
secara nasional;

b. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status Desa tcrtinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin linggi; 
dan

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinant luas wilayah. dan 
indeks kesuUtan geografis setiap Desa.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
Daerah dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Mcntcri Keuangan Nomor 
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa 
Menu rut Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar 
Rp616,345.000,00 (enam ralus enam belas juta tiga ratus 
empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4.......
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Pasa) 4
|1) Alokasi Aflrmasi aetiap Desa sebagaimana dimaksud 

dal am Pa sal 2 hurufb diberikan kepada Desa tcrtinggal 
dan Desa sangat tertin^al yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi.

(2j Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peral uran Men ten Keuangan mengenai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Desa.

(3) Alokasi Afirmasi untuk Daerah sebesar 
Rp3.150.980.000,00 (tiga miliar seratua lima puluh juta 
aembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pa sal 5

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 
huruf r, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 
gcografis yang bersumber dan kemcnterian yang 
berwenang dan/a tau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang statistik,

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa - {(0,10 * 21) + (0,50 • Z2) + (0.15 * 23) + (0,25 
* 24)1 * AF Kab/Kota

(3) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alokasi 
Formula setiap Desa.

(4) Zl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio 
jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa Kabupaten.

(5) 22 sel>agAimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio 
Jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa Kabupaten,

(6) 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio 
luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 
Desa Kabupaten.

(7| Z4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio 
IKG setiap Desa terhadap I KG Desa Kabupaten.

(8) AF Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah Alokasi Formula Kabupaten.

Pa sal 6

f-
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Pa sal 6
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Paaal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementerian yang benvenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang statisuk.

Paaal 7

Pen eta pan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan 
paling lam bat 7 (tujuh) ban keija setelah Dana Desa 
diterima di Rekcning Kas Umum Daerah setelah 
persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 20°/o (dua puluh perseratus), 

disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat minggu ketiga bulan Juni;

b tahap II set>esar 40% (empai puluh perseratus], 
disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling 
lambat minggu keempat bulan Juni; dan

c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) 
disalurkan paling cepat bulan Juli.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 
dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan 
Desa mengenai APBDes Tahun 2018.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap H 
dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan 
Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa 
Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya.

(6) Penyaluran

f-
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(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 
dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan 
Realisasi Penyerapan dan Capaian Output aampai 
dengan Tahap 11 dari Kepala Desa.

(7) Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 
dimaksud pada ayat {6}, menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling scdikit sebcsar 75% (tujuh 
puluh lima peraeratusj dan rata-rata capaian output 
menunjukkan paling kurang sebcsar 50% (lima puluh 
perserafu s).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realiaasi penyerap>an dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat [3} huruf b 
dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan label referensi 
data bidang. kegiatan. sifat kegiatan, uraian output, 
volume output, cara pengadaan, dan capaian output 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, 
Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi 
data dengan mengacu pada peraturan yang 
diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB ;v
PENOGUNAAN DANA DESA 

Pasal 9
(!) Dana Desa d[prioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
meliputi:
a. Bidang Pembangunan Desa:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasaiana Desa;

2. pengadaan, pembangunan. pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana sosial 
pelavanan dasar;

3. pengadaan, pembangunan. pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana usaha 
ekonomi Desa;

4. pengadaan, pembangunan. pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian 
lingkungan hidup;

5. pengadaan.......

f
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5. pengadaan, pembangunanf pengembangan 
pemeliharaan aarana dan prasarana lainnya,

dan

b- Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan Desa,

2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan Sistem Informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial

dasar di bidang pendid1kanr kesehatanf 
pemberdayaan perempuan dan anak serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat Desa penyandang disabilitas;

6. dukungan permodaJan dan pengelolaan usaha 
ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Desa dan /atau Badan Usaha Milik Bersama 
Desa;

7. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh 
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa iainnya;

8. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup;

9. pengembangan kerjasama an tar Desa dan
kerjasama Desa dengan pihak ketiga;

10. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
alamf penanganan bencana aJam, serta 
penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan

11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan 
Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas pen^unaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
men dapat persetujuan Bupati.

(31 Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1| 
diberikan pada saat evaJuasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APB Desa.

Pasal 10

(Ij Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan Dana Desa 
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, 
dengan memperhattkan hal-hal sebagai berikut:
a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan 
tidak dikontrakkan kepada pihak lain.

b. menggunakan....

\
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b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga keija 
aetempat, auu bersifat pad at kar> av sehmgga bisa 
menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan 
bagi mereka yang bekerja; dan

c. menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, agar 
dapat menumbuhkan usaha kegiatan ekonomi 
produktif Desa.

(2) Setiap kegiatan pembangunan fiaik yang dilaksanakan 
di Desa mempertimbangkan proporsi besaran upah 
tenaga kerja sebesar 30%(tiga puluh peraeratus).

(3) Tenaga keija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan 

warga miskin;
b. pencan nafkah utama keluarga;
c. berusia produktif;
d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik 

atau menunggu masa panen; dan
e. tenaga kerja yang kehilangan peketjaan.

PasaJ 11
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa.
(2f Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan 

atas penggunaan Dana Desa.
(3t Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

PasaJ 12
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 
penyaiuran kcpada Bupati.

(21 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiii atas:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahap 1 dan tahap 11;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahap 111.

(3| Laporan.......

/
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ls) Laporan konsolidasi realisaai penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahun anggaran aebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun 
anggaran berjalan.

(4) Laporan konsohdaai realiaasi penyerapan dan capEuan 
output Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana 
dtmaksud pada ayat (2| huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal akhir bulan Juli tahun anggaran 
berjalan.

(5) Laporan konsolidasi realisaei penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahap 111 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2| huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 
Februari tahun anggaran berikutnya.

(6| Laporan realisaai penyerapan dan capaian output 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

(7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Kepala 
Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian 
output kepada Bupati.

BAB V(
SANKSl

Pasal 13
(1) Bupati menunda pcnyaluran Dana Desa, dalam hal:

Bupati belum menedma dokumen sebagaimanaa.

b.

c.

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5). dan ayat 
(6);
terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh peraeratus); 
dan/atau
terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
Daerah-

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran betjal^ 

sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya.
(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap IIf penyaluran Dana Desa 

tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam
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(4) Dal am hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 
tahun anggaran beijalan sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya masih lebih besar dan 30% (dga 
puluh perseratusj, penyaluran Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi aiaa Dana Desa di RKUD.

Pa sal 14

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1| huruf a telah 
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dart atau sama dengan 30% (tJga puluh 
perseratus); dan

c. terdapat usulan dari a para t pengawas fungsional 
Daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 13 ayat (1) huruf a 

dan huruf c beriengsung sampai dengan berakhimya 

tahun anggaran. Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2| kepada KepaJa 

KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4|BupBti mcmberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya seliagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lam bat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan 

APBD tahun berikutnya scauai ketentuan
peraluran perundang'Undangan.

(6| Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran 

beijalan. bupati menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahap 1 yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lam bat 

minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pa sal 15

4
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Pasal

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaJuran Dana Desa 
daJam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (Ij huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa 
dt RKD lebih dan 30% (tiga puluh perseratua).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 

Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ib
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 57) dicabur dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2 ^

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal i
sekrEjTaris daerah 

kab/IpAten^oyolau,

SRI BDININGSIH

2018

2018
UPATl BOYOLALI, (/

•W— T

f SENO SAMODRO

. I <

BERITAVDAERAH kabupaten boyolali tahun 2018 NOMOR 9
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Salman sesuai dengan asUnya

KEPALA BAOIAN HUKUM 
SETDA KAeWATEN/CJOYOLALI,

URATNO
Pembina 

NIP 19660430 199503 1 002



LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETiAP DESA 
DI KABUPATEN BOYOLAU 
TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATEN BOYOLAU TAHUN ANGGARAN 2018

VO
RAMA

KECAMATAR
DB8A

DARA DB8A TARO mTBHIIU
(Rp>

1 2 3
I 8BLO 7,991,805,000
1 TLOGOLELE 804.851.000
2 KLAKAH 820.226.000
3 JRAKAH 991,184.000
4 LENCOH 811.804.000
5 SUROTELENG 725.274,000
6 SAMIRAN 756,921.000
7 SELO 801,009,000
8 TARUBATANG 739,801.000
9 SENDEN 754,994,000
10 JERUK 785,741,000
n AMPU. 16,183,075.000
i SEBOTO 970.573.000
2 TANDUK 727.058.000
3 BANYUANYAR 697.011.000
4 SIDOMULYO 713,009.000
5 NGARGOSARI 696,925,000
6 SELODOKO 761,728,000
7 NGENDEN 707,427,000
8 N GAM PON 704.553,000
9 GONDANG SLAMBT 735,532.000
10 CANDI 771.078.000
11 URUTSEWU 744.945.000
12 KALIGENTONG 764.965.000
13 GLADAGSARl 703.415.000
14 KEMBANG 805.501.000
15 NGAGRONG 997.972.000
16 CANDI SARI 919,510.000
17 NOARGOLOKA 938.171,000
18 SAMPETAN 1,022,790,000
19 NGADIROJO 1.014.431,000
20 JLAREM 786.481.000
m CBPOGO 11,584.893.000

i WONODOYO 735.023,000
2 JOMBANO 717.146.000



VC

1 HAMA

> KBCAMATAV

D£SA
DAFA DB8A TANG DITERUCA 

iUp\
1 2
3 OEDANGAN 764 260 tWi
4 SUMBUNO 733 S73 non
5 PARAS 667 31 r> nnn
6 JELOK fton 7R7 nr>n
7 BAKUUAN

68Q nQ3 nnn
8 CANDIGATAK 77A 7SQ 6fin
9 CABEANKUNTI I

A67 APR non
10 Imliwis I

670 Q97 Ofin
11 SUKABUMl 733 473 non
12 GENTING 1

741 Q41 nnn
13 CEPOGO 1

Ql 1 0‘>A Ann
14 KEMBANOKUNINO

997 677 nor>
IS Igubug I

746 663 OrV^
IV MQBXJK \

14^M.a97 nno
1 LAMPAR 1

737 674 non
2 DRAGAN 1 703 717 onn
3 KARANGANYAR I

704 770 nnn
4 JEMOWO 1

740 173 onn
5 SUMUR 1

663 466 non
6 SANGUP 1

734 663 onn
7 MRIYAN 1

703 71 6 non
6 UNJARAN 1

667 330 nno
9 KARANGKENDAL I 693 464 non
10 KEPOSONG 1

696 70Q nno
11 PAGERJURANQ |

666 170 000
U SUKORP-ro 1”

74S 067 000
13 SRUNl 1

7 S3 636 000
14 CLUNTANG |

717 373 nnn
IS KEMBANGSARI |

697 669 000
16 RINOINLARIK 7 16 674 onn
17 KRBONGULO |

666 646 non
16 vIUSUK 1

7S7 147 onn
19 5UKORAME |

716 367 nno
20 PUSPORENOGO 1

684 314 000
V lOYOLAU 1

4^83.431 ono
1 <ARANOGENENQ |

697 366 nnn
2 iVINONG 1

77 1 677 non
3 5ENGGUNG 1

777 094 000
4 . URINOAN 1 7IS S41 non
5 4UDAL 1

701 114 000
6 .EBONBIMO 1

670 670 non
VI 1 C0J080VQ0 1

7.601.2A6 non
1 ^lADU 1

667 9.SS nno
2 S INGOSARl I

698I907.00n
3 ^ AMBAK 1

718 076 non

-2- f



HO
HAHA

KECAHATAH
DB8A

DAHA DB8A TANG DITEROiA
«Rp|

1 2 3
4 MANGGIS 686,500,000
5 JURUG 691,556,000
6 KARANGNONGKO 695,871,000
7 BUTUH 653,715,000
8 KRAGILAN 699.411.000
9 BRAJAN 678.636.000
10 METUK 717,156,000
11 DLINGO 693,473.000

vn TERA8 8,795,231,000
1 KOPEN 674.507.000
2 DOPLANG 676.684.000
3 KADtRESO 670.676.000
4 NEPEN 656,680.000
5 SUDIMORO 654.478.000
6 BANGSALAN 668,511.000
7 SALAKAN 686.802.000
8 TERAS 683.827.000
9 RANDUSARI 678.488.000
10 MAJOLEGI 667.173.000
n GUMUKREJO 681.941.000
12 TAWANGSARl 687.879.000
13 KRASAK 707.585,000

vm SAWTT 7.965.391,000
i KATEGUHAN 659.211.000
2 MANJUNG 665.761.000
3 GOMBANG 660,731,000
4 TEOALREJO 661,111.000
5 TLAWONG 665,929.000
6 JENENGAN 671.576,000
7 CEPOKO SAWIT 665.994,000
8 KEMASAN 669,119,000
9 JATIREJO 669.477.000
10 BENDOSARJ 657.184.000
n KARANGDUREN 653,517,000
12 GUWOKAJEN 665,781,000
DC BANYCDOHO 10.064.452.000

1 DUKUH 708.576.000
2 JfPANGAN 674,439,000
3 JEMBUNGAN 674,033,000
4 SAMBON 682,103.000
5 KUWIRAN 658.489.000
6 CANGKRJNOAN 665,671,000
7 NGARU-ARU 671,408,000
6 BENDAN 664,433.000
9 KETAON 666.298.000

-3- \



TO ill DAJIA DB8A YAHQ IMTEftlMA
(Rp)

1 2 3
10 BANYUDONO 664,592,000
n BATAN 657,856,000
12 DENGGUNQAN 672.846.000
13 BANGAK 667,072,000
14 TRAYU 661.749.000
IS TANJUNGSARl 674,887.000
X SAMBl 11*360.358.000

1 CANDEN 761,614,000
2 SENTING 693,573,000
3 TEMPURSARl 745.946.000
4 JATISARI 683.176.000
5 GUNTANO 690.978.000
6 CATUR 669.408.000
7 TAWENGAN 692.591.000
8 SAMBl 691.036.000
9 DEMANGAN 696.655.000
10 KEPOH 693.807.000
11 JAGOAN 718.681.000
12 BABADAN 692.060.000
13 NGAGUK 728.316.000
14 TROSOBO 732.625.000
15 CERMO 695,861,000
16 NOLEMBU 674,031,000
XI XQ^fPLAX 8,688,729*000

1 NGARGOREJO 716.270.000
2 SOBOKERTO 808,431,000
3 NGESREP 690,226,000
4 GAQAKSIPAT 695,924,000
5 DONOHUDAN 693,553,000
6 SAWAHAN 741,396.000
7 PANDEYAN 694.830.000
d KISMOYOSO 710,054.000
9 DIBAL 710.321.000
10 SIN DON 706.780.000
11 MANGGUNG 749,111.000
12 GIRJROTO 741.833.000

xn ROOOSARI 9,742.646.000
i KENTENG 716.043.000
2 POTRONAYAN 747,163,000
3 SEMBUNCAN 744.872.000
4 JERON 736.452.000
S KETITANG 752,114.000
6 REMBUN 702.670.000
7 GUU 726.605.000
8 TEGALGIRJ 725,591,000



NO
NAHA

KECAMATAH
DBSA

DANA DBSA YAKG DITBRXMA
{Rpl

1 2 3
9 BENDO 725.456.000
10 KEYONOAN 776.630.000
! 1 POJOK 716.896.000
!2 OLONGGONG 740,340,000
13 PULUTAN 931.714.000

xm smo 9.493.116.000
1 PELEM 696.119.000
2 BENDUNGAN 696,190,000
3 TEMON 695.506.000
4 TETER 680.240.000
5 SIMO 710.708.000
6 WALEN 694.607.000
7 PENTUR 740.942.000
8 OUNUNG 756.051.000
9 TALAKBROTO 690,184,000
10 KEDUNGLENGKONG 753,147,000
11 BLAG UNO 822.690.000
12 SUMBER 813,779,000
13 WATES 742,953,000

XIV EARAXGGEDE 11,642.636.000
1 MANYARAN 922.657,000
2 SEMPULUR 694,780,000
3 KLUMPIT 689,215,000
4 PINGGIR 694,637,000
5 BANTENGAN 724,105,000
6 TEGALSARI 697,046,000
7 SRANTEN 676,294,000
8 GROGOUN 692,458,000
9 MOJOSARl 674,171,000
10 PENGKOL 725,878.000
11 KARANGKEPOH 696.744.000
12 SENDANG 721.358.000
13 KEBONAN 688.915,000
14 KLARI 706.366,000
15 BANGKOK 924.521.000
16 DOLOGAN 713.391.000

XV KLBOO 10.270,615.000
1 KALANGAN 752.948.000
2 SENDANGREJO 948.988.000
3 TANJUNG 744,458.000
4 JATEN 689.710.000
5 BLUMBANG 684.794.000
6 SANGGE 752.597,000
7 BANYUURIP 711,042.000
8 BADE 719.104.000
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NO
NAMA

KBCAHATAH
D£SA

DANA DBSA YANQ DITERIHA
(Rp)

1 2 3
9 KLEGO 726,040,000
10 GONDANOLEGl 750,264,000
11 KARANGCATAK 697,436,000
12 SUMBER AGUNG 1,374,741,000
13 KARANGMOJO 718,393,000

XVI ANDONG 11.610.964.000
1 PAKEL 714,480,000
2 GONDANGRAWE 725,575,000
3 SEMPU 852.643.000
4 BEJI 753.063.000
S MOJO 739,726,000
6 SENGGRONG 722,802,000
7 KEDUNCDOWO 724.565.000
8 KACANGAN 682.789,000
9 ANDONG 717.501.000
10 MUNGGUR 681.040.000
11 PAKANG 691.095.000
12 PRANGGONG 689,635,000
13 KUNTl 694,489,000
14 PELEMREJO 696,040.000
15 SEMAWUNO 710,065,000
16 KADIPATEN 815,456,000

xvn KNBCUSU 10.696.191,000
1 WATUGEDE 936,523,000
2 KEDUNGREJO 711,825,000
3 SARJMULYO 690.379.000
4 KLEWOR 687.574.000
5 BAWU 949.948,000
6 KENDEL 1.057.128,000
7 KAUMAN 755.408.000
8 LEMAHIRENG 703.870,000
9 OLrWO 771.320.000
10 KEMUSU 942.283.000
11 GENENGSARI 748.400.000
12 KEDUNGMULYO 971.881,000
13 WANOHARJO 769.652.000

xvin WONOSBQORO 13.914.198.000
1 NGABLAK 706,427,000
2 KARANGJATt 847,618.000
3 KETOYAN 709.649.000
4 BOLO 714.402.000
5 BANYUSRl 729.903.000
6 GOSONO 747.343.000
7 WONOSEGORO 709.000,000
8 BANDUNG 715,538,000
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WO
IIAMA

KBCAMATAW
DB8A

DAWA DB8A TAWO DrmXHA
(Rp)

\ 2 3
9 KEDUNGPILANO 693.594,000
10 KAUNANAS 748.045,000
11 OILIREJO 722.320,000
12 JATILAWANO 734.218.000
13 GARANOAN 744.718.000
14 BCMONG 765.932.000
15 BERCAK 703.591,000
16 BENGLE 977.242.000
17 GUNUNGSARf 970.494.000
18 REPAKJNQ 974.164.000

XIX JUWAWOI 7.033.390.000
1 KROBOKAN 940.411.000
2 NGAREN 765.191,000
3 KAUMATI 923.410.000
4 KAYEN 733,249.000
5 JERUKAN 716,974,000
0 PILANGREJO 776.846,000
7 CERME 702.026,000
8 JUWANOI 717.253.000
9 NOLESE9 758.030.000

JUMLAH 193,998,474.000

^UPATI BOYOLAU,

\ SENO SAMODRO

-7-
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